Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt

KAIDAH HUKUM :

“Status Keperdataan principal dapat dialihkan kepada guarantor
di luar tuntutan pembayaran hutang, karena penjamin selamanya
adalah penjamin atas hutang principal yang tidak mampu mem-
bayar hutang, maka kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan
palilit, sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan hutang”

Mahkamah Agung No. Reg. : 922 K/Pd¥1995

Tanggal putusan © 31 Oktober 1837

Team Majglis 1. H. YAHYA HARAHAP, SH
2. H.L. RUKMINI, SH.
3. ISWO, SH

Klasifikasi . Hutang piutang
Kedudukan hukum dari penjamin
(Guarantor) dalam kepailitan

DUDUK PERKARANYA :

Termohon adalah penjemin atas seluruh hutang PT. Perusahaan
Rokok Cap Bentoel tercantum dalam akte Continuing Guaranty and
Indemnity BO.336 tangoal 28 Maret 1991 dibuat di hadapan Mudofir
Hadi, SH. untuk menanggung persyaratan tepat waktu dan menja-
min kewajiban yang harus dibayar kepada pemohon sebagaimana
diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa tanggal 5 Juli 1981 “Bentoel” telah meminta persetujuan
pemohon untuk menunda semuz kewajibannya terhitung tanggal 1
Juli 1991 ;

Bentoel atau penjaminnyaa (termohaon) tidak lagi membayar sejak
bulan September 1991 sehingga dalam keadaan berhenti mem-
bayar sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Kepailitan pemohon
berhak memohon agar termohon dinyatakan pailit ;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Kepailitan Pengadilan mem-
beri izin kepada pemohon untuk menyegel harta kekayaan termohon ;
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inkan terjadi perr

-undang Kepailitan, keputusan
- dasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-un
i:;ailitan harus dilaksanakan teriebih dahulu walaupun ada verzet,
banding atau kasasi |

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Datam kasus personal guaranty atau borgtach narus[ditegakl;aar;aiﬁrs)
penjamin selamanya adalah penjamin (guara'nlo'r sﬂayi g .
atas pembayaran hutang prinsipal apabila p;ni;aa( ln((ija‘er‘r;\(zrrgnayim
i kepada Kreditur. !
atau tidak mampu membayar hutang da e
incipal ti t dialihkan kepada guarantor
status kepardataan principal tidak daga < i
|. Konsekwensi logis dari
juar tuntutan pembayaran hutang prinsipal. selowe e
iri tidak dapat dimintakan pailit atau
azas tersebut, kepada dir guarantor > .
i i incil dapat dituntut dari guaran
restasi yang dilakukan principal, yang. ]
::;ngdaiah p);lunasan hutang principal baik dalam bentuk bersama
sama dengan principal atau terhadap guarantor ;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

i i hon kasasi - 1. Cily
- Menolak permohonan kasasi dari para pemo
’E\:ank NADZ_ Banque Nationale De Paris, 3. Standard Char\ged
Bank, 4. The Daiwa Bank, Limited, 5. Baarclays Bank PLC, 6 : re‘;
sane} Bank AG., 7. The Royal Bank of Schotland PLC, & Thel ag
ST. Tokyo LTD., 8. Midland Bank PLC, 1'0‘ Dg. Bank Deuthscl e-
Genos Senschoffsa Bank, 11.Banque Paribas, 12. Sociate Ge:erf
ale, 13. The Bank of Tokyo Limited, 14 go;‘mo:v:i?lg\assnmg
strali imi 1 e As ..,
stralia, 15. Crorebrigde Bank Lxmneg, 3ar
’1\; The Hongkeng and Shanghai Banking Corporation Limited, 18.
Arab Banking Corporation, tersebut |

|

Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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